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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis maka 

dapat disimpulkan bahwa alasan Utama Responden belum mendaftarkan 

peralihan hak atas tanahnya ke Kantor Pertanahan adalah dikarenakan 

biayanya mahal yaitu 22 orang (78,6%), biaya pendaftaran peralihan hak 

milik atas tanah karena pewarisan tergantung pada luas dan nilai tanah 

yang dimiliki. Untuk tanah yang sudah ada sertipikatnya sebelumnya maka 

biaya pendaftaran peralihan hak atas tanahnya yaitu Luas/1000 x Nilai 

Tanah + Rp. 50.000,-. Untuk tanah yang belum bersertipikat maka harus 

melalui penaftaran tanah untuk pertamakali terlebih dahulu. Selanjutnya 

ada empat responden belum mendaftarkan peralihan haknya yang  

diperoleh karena pewarisan dikarenakan tidak mengetahui kalau harus 

didaftarkan, dan ada dua responden belum mendaftarkan peralihan haknya 

dikarenakan prosesnya rumit dan lama. 

B. Saran-saran 

1. Kepala Kantor Pertanahan Gunung Kidul beserta jajarannya diharapkan 

lebih sering melakukan penyuluhan/sosialisasi tentang pentingnya 

pendaftaran peralihan hak milik atas tanah khususnya karena pewarisan 

agar masyarakat tahu proses, syarat dan biaya yang dibutuhkan. 

2. Ahli Waris di Kabupaten Gunungkidul diharapkan mampu memahami 

pentingnya pendaftaran peralihan hak milik atas tanah karena pewarisan 
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dan segera mendaftarkan peralihan hak milik atas tanah yang diperoleh 

melalui pewarisan agar mendapatkan kepastian hukum. 
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